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ABSTRAK 

 

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN  

RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK  

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan) 

 

Oleh 

 

Agnes Atia Aurellia 

 

Tindak pidana kekerasan seksual adalah jenis kejahatan yang menimbulkan 

kerugian fisik dan emosional yang serius pada korbannya. Dalam upaya 

memberikan keadilan kepada korban, restitusi menjadi salah satu bentuk 

kompensasi yang diberikan kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat 

tindakan tersebut. Restitusi memiliki tujuan untuk memulihkan korban dan 

mengungkapkan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan. Beberapa 

problematika terkait pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual diantaranya keterbatasan keuangan pelaku dan tidak menjamin 

kesembuhan psikologis korban dan putusan restitusi tidak terlaksana sehingga 

keadilan tidak terwujud. Oleh karena itu diperlukannya peran dari Kejaksaan 

dalam menjamin pelaksanaan restitusi demi terwujudnya keadilan. Dalam 

pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, kejaksaan 

memiliki peran penting. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan 

investigasi, mengumpulkan bukti-bukti, dan menuntut pelaku kejahatan ke 

pengadilan serta melaksanakan restitusi. Selain itu, kejaksaan juga berperan dalam 

menilai besarnya kerugian yang diderita korban dan menentukan besarnya jumlah 

restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku sesuai dengan yang ditentukan Pasal 

30C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 30 Undang-Undang TPKS.  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-

empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan 

kasus terkait Kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan restistusi terhadap tindak 

pidana kekerasan seksual 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam 

pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur 

dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 30 Undang-Undang TPKS 

yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan penyitaan untuk 

pembayaran denda, penggantian pidana (pengembalian ke bentuk semula) dan 

ganti rugi, dapat diganti dengan mediasi pidana, penyitaan untuk pembayaran 

pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Penguatan kewenangan 



iii 
 

Agnes Atia Aurellia 

Kejaksaan bertujuan utama untuk meningkatkan perlindungan bagi korban tindak 

pidana kekerasan seksual. Dengan memiliki kewenangan yang lebih kuat. 

Kejaksaan dapat lebih efektif menegakkan hak-hak korban dan memastikan 

bahwa mereka menerima restitusi yang sesuai dengan kerugian yang mereka 

alami. Kewenangan yang diperkuat memungkinkan Kejaksaan untuk menjamin 

kepatuhan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap kewajiban restitusi. 

Dengan kebijakan dan instrumen hukum yang memadai, Kejaksaan dapat 

memastikan bahwa pelaku memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka 

untuk mengganti kerugian yang telah mereka timbulkan. Penguatan kewenangan 

Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memberikan 

keadilan kepada korban dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan 

berfokus pada pemulihan. Faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam 

pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan 

diantaranya adalah meliputi kendala-kendala praktis dan Kejaksaan seringkali 

menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, teknologi, 

atau anggaran. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diberikan saran penulis antara lain: Bagi 

Kejaksaan Negeri perlu adanya perluasan wewenang hukum bertujuan untuk 

menguatkan kerangka hukum yang mengatur restitusi, termasuk memberikan 

wewenang yang lebih jelas kepada Kejaksaan, dapat meningkatkan daya ungkit 

mereka dalam memastikan pelaksanaan restitusi. Bagi korban dan masayarakat 

agar lebih optimal dalam membantu kejaksaan dalam menangani tindak pidana 

TPKS khususnya terkait restitusi. Masyarakat yang teredukasi dan peduli dapat 

menjadi mitra yang kuat dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah 

tindak pidana kekerasan seksual. 

 

Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Restitusi, Tindak Pidana, 

Kekerasan Seksual.  
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Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

“Jamu memang pahit tapi menyehatkan, gula memang manis tapi tidak 

menyehatkan.” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan seksual merupakan sebuah masalah serius yang telah menghantui 

masyarakat selama bertahun-tahun. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mencakup 

pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, dan 

bentuk-bentuk lain yang merusak martabat manusia.1 Kekerasan seksual tidak 

mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Meskipun perjuangan 

untuk mengatasi masalah ini telah meningkat, kekerasan seksual masih menjadi 

ancaman yang menghantui banyak orang di berbagai belahan dunia.2 Kekerasan 

seksual tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal, tetapi 

merupakan hasil dari kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis.  

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual meliputi: 

1. Ketidaksetaraan Gender: Budaya patriarki dan pandangan yang 

merendahkan perempuan sering kali memperkuat norma-norma yang 

mendukung kekerasan terhadap perempuan. 

2. Norma Seksual yang Merusak: Pandangan menyimpangkan tentang 

seksualitas dan pemujaan kekerasan dalam media dapat menyumbang 

pada penyebaran kekerasan seksual. 

3. Ketidakadilan Sistem Hukum: Rendahnya tingkat laporan, penyelidikan 

yang tidak memadai, dan hukuman yang ringan menyebabkan korban 

                                                           
1 Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." Sosio 

Informa (2015). hlm 52-59. 
2 Komnas Perempuan. "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual 

untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." Catahu: Catatan tahunan 

tentang kekerasan terhadap perempuan (2020). hlm 1-109. 
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merasa tidak didengar dan pelaku merasa tidak terdorong untuk 

mengubah perilakunya. 

4. Pengaruh Narkoba dan Minuman Beralkohol: Penyalahgunaan narkoba 

dan minuman beralkohol dapat mengurangi kendali diri dan 

meningkatkan risiko tindakan kekerasan. 3 

 

Kekerasan seksual memiliki dampak yang menghancurkan, baik secara fisik 

maupun psikologis. Para korban seringkali menghadapi trauma, rasa malu, 

kecemasan, dan gangguan tidur.4 Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan 

depresi, gangguan makan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Selain itu, 

kekerasan seksual juga berdampak pada hubungan sosial dan profesional korban, 

menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam mempercayai orang lain.5 Kekerasan 

seksual banyak terjadi terhadap anak, terutama kasus pemerkosaan anak, adalah 

masalah yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari 

masyarakat dan pemerintah. Kasus-kasus ini mengakibatkan trauma dan dampak 

jangka panjang yang sangat merusak bagi anak-anak yang menjadi korban.6 

Pemerkosaan anak dapat menyebabkan dampak yang luar biasa bagi korban, 

termasuk diantaranya adalah anak yang mengalami pemerkosaan seringkali 

mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan 

gangguan tidur. Pemerkosaan anak dapat menyebabkan cedera fisik serius dan 

meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) serta kehamilan yang tidak 

diinginkan pada anak perempuan. Dampak jangka panjang dari pemerkosaan anak 

                                                           
3 Ermaya Sari Bayu Ningsih, dan Sri Hennyati. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten 

Karawang." Jurnal Bidan “Midwife Journal” 4.02. (2018). hlm 24-29. 
4 Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan 

perlindungan terhadap anak." Sosio Informa (2015). hlm 52-55. 
5 Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan penanganan kekerasan 

seksual anak di keluarga." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6.1. (2019). 

hlm 10. 
6 Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan 

upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." TIN: Terapan Informatika 

Nusantara 1.3. (2020). hlm 137-140. 
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dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam berhubungan 

sosial, dan kesulitan dalam mencapai potensi penuh mereka. Pemerkosaan anak 

merupakan kejahatan yang mengerikan dan melanggar hak asasi manusia. Untuk 

mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan kesadaran 

yang lebih tinggi, pendidikan yang inklusif, dan tindakan tegas dari pemerintah 

dan masyarakat. Melindungi hak dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab 

bersama kita untuk membangun masyarakat yang aman dan beradab bagi generasi 

mendatang.7  

Pemberian restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Undang-Undang 

TPKS mengatur soal restitusi atau ganti rugi, hal ini merupakan salah satu hak 

yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Uang restitusi didapat oleh korban 

dari pelaku atas keputusan pengadilan. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang TPKS 

mengatur bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan 

restitusi  serta layanan rehabilitasi.8 Sementara rinciannya, restitusi tersebut 

berupa, ganti rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan; ganti rugi atas 

kerugian akibat penderitaan korban; membayar biaya pengobatan korban; ganti 

rugi atas kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual.9 Undang-Undang 

TPKS menyebutkan, ganti rugi atau restitusi harus dibayar dalam waktu 30 hari 

sejak tanggal putusan pengadilan. Pada saat ini, jika nilai harta benda pelaku tidak 

cukup untuk membayar restitusi, maka pelaku atau pelanggar diancam dengan 

                                                           
7 Alit Kurniasari. "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." Sosio informa 5.1. (2019). 

hlm 12-18. 
8 Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.4. (2020). hlm 619-636. 
9 Deassy JA Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum 

Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1. 

(2019). hlm 292-297. 
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pidana lain lebih rendah dari pidana pokok. Negara juga berhak memberikan 

kompensasi kepada korban dalam kondisi tersebut. Pasal 35 ayat (2) 

menyebutkan, kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui dana bantuan 

korban yang bisa berasal dari sejumlah sumber.10 

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan dan pemenuhan hak-

haknya tertuang dalam banyak peraturan perundang-undangan. Peraturan yang 

terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan 

diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin hak dan membantu memberikan 

perlindungan kepada Saksi dan/atau korban, yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Perlindungan Lawan dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Pasal 7A Ayat 1 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang LPSK) 

menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapat restitusi berupa ganti 

rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan; ganti rugi atas kerugian yang 

timbul akibat penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidan tersebut; 

dan/atau pembayaran biaya pengobatan dan/atau psikiatris. 11 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu 

                                                           
10 Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Jurnal Darma Agung 28.1. 

(2020). hlm 84-91. 
11 Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual di Indonesia." Risalah Hukum (2021). hlm 1-10. 
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upaya dukungan untuk melindungi saksi dan memperkuat kerja untuk dicapainya 

hak korban. Salah satu bentuk perlindungan bagi korban dalam upaya mencapai 

haknya adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku 

atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya..12  

Kejaksaan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban, terutama anak-

anak yang menjadi korban perkosaan. Mereka harus menyediakan lingkungan 

yang aman bagi korban dan keluarga, serta mengambil langkah-langkah untuk 

memastikan perlindungan fisik dan psikologis korban selama proses peradilan.13 

Kejaksaan dapat mengarahkan korban ke layanan bantuan dan dukungan, seperti 

konseling psikologis, bantuan medis, atau program pemulihan untuk membantu 

korban mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan seksual. Kejaksaan 

berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan 

benar, termasuk penerapan hukuman bagi pelaku dan pembayaran restitusi kepada 

korban sesuai dengan perintah pengadilan.14  

Selain menangani kasus individu, kejaksaan juga dapat berperan dalam kampanye 

kesadaran dan pencegahan kekerasan perkosaan terhadap anak. Hal ini dapat 

dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, 

dan organisasi nirlaba untuk menyebarkan informasi mengenai tindakan-tindakan 

preventif dan pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual anak. 

Misalnya yang terjadi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 

                                                           
12 Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 

4.2. (2022). hlm 170-196. 
13 Syarifah Rahmatillah. "Rekontruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh 

Bagi Korban Perkosaan." Serambi Tarbawi 10.2. (2022). hlm 139-152. 
14 R. Rizkal, dan M. Mansari. "Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan 

dalam kasus jinayat Aceh." Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 

5.2. (2019). hlm 33-46. 
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terdapat Seorang pemuda usia 19 tahun di Kabupaten Lampung Selatan 

memperkosa ibu dan adik kandungnya serta kasus Seorang pria di Kecamatan 

Sragi, Lampung Selatan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak 

di bawah umur.15 

Permasalahan mendasar terkait pelaksanaan retitusi banyak menemui kendala 

diantaranya adalah ada beberapa peraturan dan undang-undang belum mengatur 

kepada siapa restitusi bakal dibebankan, juga tidak ada lembaga yang secara tegas 

diberi kewenangan mengawasi proses pelaksanaan eksekusi restitusi. Penerapan 

restitusi atau ganti rugi yang dibebankan pelaku tindak pidana dinilai tak berjalan 

optimal. Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas soal pihak ketiga yang 

berwenang menjalankan penetapan pengadilan soal pemberian restitusi kepada 

korban tindak pidana.16 Merujuk data LPSK periode 2021, restitusi bagi korban 

senilai Rp7,43 miliar. Sementara yang diputus pengadilan sebesar Rp3,71 miliar, 

tapi yang dibayarkan ke pihak korban hanya sebesar Rp279,53 juta.17 

Kekurangan bayar restitusi akibat ketidakpatuhan pelaku melaksanakan putusan 

pengadilan.18 Pemerintah mencari jalan keluar terhadap penyebab minimnya 

kepatuhan pelaku membayar restitusi kepada korban sesuai regulasi yang ada. 

Dengan demikian, pemerintah melalui penegak hukum dapat memaksa pelaku 

kejahatan untuk membayar restitusi/ganti rugi. Dengan demikian, pemerintah 

                                                           
15 Asri Vivi Yanti, dan Muhammad Hatta. "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe)." Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora 1.3. (2023). hlm 232-

245. 
16 https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-

restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2  
17 Nimatul Hidayati. Persentase Pembayaran Restitusi dan Tahun 2021, LPSK Fasilitasi 177 

Permohonan Restitusi korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar, 

https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488 diakses pada 23 september 2023 
18 Mahrus Ali, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban 

Tindak Pidana." Yuridika 33.2. (2018). hlm 260. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2
https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488
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melalui penegak hukum dapat memaksa pelaku kejahatan untuk membayar 

restitusi/ganti rugi. Dalam hal ini Kejaksaan yang memiliki kewenangan sesuai 

dengan perubahan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) yang menjelaskan bahwa 

Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan 

pidana pengganti serta restitusi. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

Tahun 2020, sepanjang tahun 2020, LPSK menerima 1.454 permohonan 

perlindungan. Hal ini menunjukkan jumlah pendaftar pada tahun 2019 tahun lalu 

mengalami penurunan menjadi 1.898 orang. Ada 2.785 orang dalam perlindungan 

LPSK yang memenuhi syarat sebagai saksi, korban, saksi penyiksaan, jurnalis, 

dan ahli. Pada tahun 2020, shelter LPSK mendapatkan total 4.478 program 

perlindungan yang meliputi bantuan medis, dukungan psikologis, rehabilitasi 

psikososial, restitusi, kompensansi, perlindungan fisik, dan pemenuhan hak 

prosedural. Salah satu korban tindak pidana yang patut mendapat perlindungan 

adalah korban tindak pidana kesusilaan. Insiden kekerasan terhadap manusia 

menjadi perhatian besar masyarakat, hal ini terlihat dari meningkatnya kekerasan 

dan banyaknya aksi kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan LPSK, jumlah 

korban mencapai 533 orang, termasuk anak-anak dan perempuan. Jumlah 

permohonan perlindungan meningkat, 507 dilindungi pada tahun 2019 dan 401 

pada tahun 2018.19 

                                                           
19 Ekandari Sulistyaningsih, dan M. A. Faturochman. "Dampak sosial psikologis perkosaan." 

Buletin Psikologi 10.1. (2022). hlm 13-20. 
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Permasalahan terkait pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian kepada 

korban belum terlaksana dan kurang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan peran 

jaksa dalam memastikan bahwa restitusi terhadap korban kekerasan seksual dapat 

dilaksanakan dan besaranya sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 5 

Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa jaksa dapat melelang sita 

jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi. Akan tetapi hal 

penting dari peran jaksa adalah dapat berkontribusi dalam menentukan besarnya 

restitusi dan jaminan akan pelaksanaanya. Berdasarkan uraian penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan 

Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

a. Bagaimanakah kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual? 

b. Apasajakah faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan 

restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang 

berhubungan dengan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Lampung Selatan serta waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam 

pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai 

berikut: 

a. Dari Segi Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat dapat 

memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis 

terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan peran kejaksaan dalam 

pemenuhan restistusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual. 

b. Dari Segi Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap kewenangan 

Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Setiap penelitian selalu mengikuti gagasan teoritis, menunjukkan eratnya 

hubungan antara teori dengan kegiatan pengumpulan, penanganan, analisis dan 

struktur permasalahan. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua hal yang harus 
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diperjelas terlebih dahulu: konsep. Konsep mengacu pada istilah dan definisi yang 

digunakan untuk menggambarkan peristiwa, situasi, kelompok atau individu yang 

mempunyai kepentingan sosial. Selanjutnya teori dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat gagasan yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu, mengikuti aturan-

aturan tertentu yang mungkin berhubungan langsung atau berkaitan dengan data 

yang diamati) dan berfungsi sebagai sarana untuk memprediksi dan menjelaskan 

fenomena yang diamati.20 

Selanjutnya untuk menjawab kedua permasalahan skripsi ini akan digunakan 

beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori kewenangan, 

teori sistem pidana, dan teori pemidanaan. Adapun teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam 

pelaksanaan restitusi dan juga teori mengenai praktik hukum untuk kemudian 

dikaji dan dianalisis dengan keadaan faktual. 

a. Teori Kewenangan 

Teori kewenangan merupakan konsep yang mendasar dalam struktur dan fungsi 

masyarakat, pemerintahan, dan sistem hukum. Konsep ini merujuk pada hak, 

wewenang, atau kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau 

lembaga tertentu untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, atau 

menjalankan fungsi tertentu. Teori kewenangan membentuk landasan bagi 

pembagian tanggung jawab, kontrol, dan pengambilan keputusan dalam berbagai 

aspek kehidupan sosial. Tulisan ini akan menjelajahi inti dari teori kewenangan, 

prinsip-prinsip yang melandasi konsep ini, serta implikasinya dalam sistem sosial 

                                                           
20 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). 

(2002). hlm 34-35. 
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dan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang menjelaskan bahwa 

Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda, penggantian 

pidana (pengembalian ke bentuk semula) dan kompensasi, dapat diganti dengan 

mediasi pidana, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda, pidana 

pengganti dan restitusi. 

Pasal 33 Ayat (2) UU TPKS mebjelaskan bahwa Jaksa menyampaikan salinan 

putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, 

dan LPSK. Selanjutnya Ayat (5) menjelaskan bahwa Hakim dapat  

memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi yang dipegang jika 

restitusi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, menjelaskan bahwa Pasal 34 adalah laporan 

kepatuhan jaksa. Menyiapkan dokumen pembayaran dan mengirimkannya kepada 

korban dan keluarga korban, penyidik dan pengadilan. 

b. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana adalah seperangkat tindakan dan prinsip yang bertujuan 

untuk menjamin penegakan hukuman dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 

Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban masyarakat, 

mencegah kejahatan dan memberikan keadilan kepada korban. Menurut Soerjono 

Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses menghubungkan hubungan 

antara nilai-nilai, sikap-sikap, dan sudut pandang yang diperlukan untuk 

menuntun tingkah laku, yang diuraikan dalam kaidah-kaidah, ke dalam 
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seperangkat penafsiran nilai-nilai dalam langkah terakhir untuk menciptakan 

kedamaian pergaulan hidup.  

Terkait penegakan hukum di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi, 

Satjipto Raharjo menilai kita masih terjebak pada cara-cara penegakan hukum 

yang tradisional, termasuk caranya. hukum yang diterapkan mempunyai budaya 

yang lunak dan permisif, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang (the 

privilege few) di atas “penderitaan” banyak orang. Kita dapat mengambil tindakan 

afirmatif untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan ini. Langkah drastis ini 

akan menghasilkan budaya penegakan hukum yang berbeda: budaya tim. 

Mengubah budaya individualistis menjadi budaya tim dalam profesi hukum 

tidaklah mudah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum 

tersebut adalah:21 

1) Faktor Hukum yaitu berupa undang-undang atau peraturan yang menjadi 

dasar dari suatu isu hukum yang ada di masyarakat. Landasan utama 

penegakan hukum adalah undang-undang dan peraturan hukum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur hukum, yurisdiksi, hukuman, 

dan hak-hak individu ditentukan oleh undang-undang.  

2) Faktor Penegakan Hukum: Penegakan hukum, pola pikir dan sikap aparat 

penegak hukum memegang peranan besar, namun jika hukum sudah baik 

namun kredibilitas aparat tidak baik maka masalah bisa muncul. Oleh 

karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum 

adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Merupakan komponen yang 

merujuk pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya fisik yang 

dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugas 

mereka dengan efektif. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam 

memastikan penegakan hukum yang efisien dan cakupan yang lebih luas. 

4) Faktor Masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum, 

karena interaksi dan partisipasi masyarakat dapat memengaruhi 

bagaimana hukum diterapkan, diikuti, dan dihormati dalam suatu 

komunitas. Berikut adalah beberapa faktor masyarakat yang relevan 

                                                           
21 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. (Jakarta: Raja 

Grafindo). (2004). hlm 23-34. 
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dalam penegakan hukum diantaranya adalah kesadaran hukum dan 

partisipasi masyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan: Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan 

merupakan kegiatan yang penting bagi manusia dan masyarakat. Dengan 

kata lain, mengelola orang agar mereka memahami dan memahami sikap 

mereka terhadap tindakan dan perilaku mereka jika menyangkut orang 

lain. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan jalur kerja utama yang 

menetapkan aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak 

boleh dilakukan. 

 
2. Konseptual 

a. Kewenangan adalah hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan kepada 

individu, kelompok, atau lembaga tertentu untuk melakukan tindakan, 

mengambil keputusan, atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam suatu 

sistem atau lingkungan. Konsep ini sering muncul dalam konteks 

pemerintahan, organisasi, hukum, dan berbagai aspek kehidupan sosial.22 

b. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga 

pemerintah yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman dan kekuasaan hukum lainnya di bidang penuntutan.23 

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang mempunyai mandat 

dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi 

dan/atau korban.24 

d. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau 

Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. restitusi merujuk pada tindakan 

mengembalikan atau mengganti kerugian atau kerusakan yang telah terjadi 

                                                           
22 Marah Halim. "Konsep Kewenangan sebagai Landasan Formulasi Hukuman Tindak 

Pidana Korupsi." Jurnal Ilmiah Islam Futura 14.1. (2014). hlm 51-71. 
23 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
24 Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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kepada pihak yang terkena dampak. Restitusi adalah upaya untuk memulihkan 

atau mengembalikan kondisi atau situasi kepada keadaan semula sebelum 

terjadinya tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Konsep restitusi 

umumnya diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk hukum pidana, 

perdata, dan proses hukum lainnya.25 

e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan 

perbuatan kekerasan seksual yang merujuk pada berbagai bentuk tindakan yang 

melibatkan pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual terhadap 

seseorang tanpa persetujuan atau izin. Ini adalah pelanggaran serius terhadap 

hak asasi manusia dan sering kali memiliki dampak fisik, emosional, dan 

psikologis yang merusak korban.26 

E. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan dalam menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, maka telah diuraikan 

sistem penulisannya sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

 

                                                           
25 Mahrus Ali, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban 

Tindak Pidana." Yuridika 33.2. (2018). hlm 260. 
26 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam 

penelitian dan berisikan informasi dari sumber data sekunder yang dimuat dengan 

uraian komprehensif dan terstruktur mengenai pokok-pokok materi yang terkait 

kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan retitusi. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian merupakan bagianyanga menguraian pembahasan atas 

cara-cara atau tahapan pendekatan yang digunakan yuntuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini memuat kesimpulan umum berdasarkan penelitian mengenai 

kewenangan kejaksaan untuk memperoleh kompensasi bagi pelaku kekerasan 

terhadap perempuan, hasil kajian penelitian dan diskusi berdasarkan permasalahan 

yang diangkat oleh penulis kepentingan dan pendapat yang beragam. 

V. PENUTUP 

Bagian ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan 

saran serta temuan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kewenangan dan Fungsi Kejaksaan di Indonesia 

Kewenangan merupakan hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan atau 

dimiliki oleh individu, lembaga, atau institusi untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab tertentu.27 Kewenangan berhubungan erat dengan konsep 

kekuasaan (power) dalam hubungannya dengan penggunaan dan pembatasan 

kekuatan di dalam suatu sistem atau struktur. Konsep kewenangan mencakup 

beberapa aspek penting, antara lain: 

1. Delegasi dan Otoritas: Kewenangan seringkali diatur oleh hukum atau 

peraturan yang menentukan wewenang pihak-pihak tertentu untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Proses delegasi ini 

memberikan otoritas kepada individu atau lembaga tertentu untuk 

bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kepentingan tertentu. 

2. Jenis-jenis Kewenangan: Kewenangan dapat beragam dan bersifat 

kontekstual, tergantung pada bidang atau lingkup di mana kewenangan 

tersebut berlaku. Beberapa jenis kewenangan meliputi: 

a. Kewenangan Eksekutif: Terkait dengan pelaksanaan dan implementasi 

kebijakan, peraturan, dan program pemerintah. 

b. Kewenangan Legislatif: Terkait dengan pembuatan undang-undang 

dan kebijakan publik. 

c. Kewenangan Yudisial: Terkait dengan penegakan hukum dan 

pengadilan, termasuk penyelesaian sengketa dan putusan hukum. 

d. Kewenangan Organisasi: Terkait dengan hak dan tanggung jawab 

dalam struktur organisasi atau institusi. 

e. Kewenangan Personal: Terkait dengan hak dan tanggung jawab 

individu dalam interaksi sosial dan berbagai aktivitas lainnya. 

3. Pembatasan dan Pengawasan: Kewenangan juga bisa dibatasi oleh 

aturan, norma, dan prinsip tertentu agar tidak disalahgunakan atau 

melanggar hak-hak orang lain. Dalam beberapa sistem, ada mekanisme 

                                                           
27 Ni Ketut Sari Adnyani. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam 

Penegakan Hukum Pidana." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 7.2. (2021). hlm 135-144. 
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pengawasan dan penilaian kinerja untuk memastikan kewenangan 

digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. 

4. Independensi dan Kontrol: Kewenangan seringkali berkaitan dengan 

independensi dan kontrol atas sumber daya dan keputusan. Individu atau 

lembaga yang memiliki kewenangan sering kali memiliki kendali atas 

sumber daya, informasi, dan proses untuk melaksanakan tugas mereka. 

5. Kewenangan yang Bersifat Sementara atau Tetap: Beberapa kewenangan 

mungkin bersifat sementara, misalnya diberikan dalam situasi darurat 

atau tugas khusus, sementara yang lain mungkin bersifat tetap dan 

melekat dalam struktur dan tugas rutin. 28 

 
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang terkait dengan pengadilan, yang 

menjalankan kekuasaan negara di bidang peradilan dan wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. Kejaksaan menuliskan terkait dengan hak untuk 

mewakili diri sendiri.29 Prinsip-prinsip kerja Kejaksaan harus diperkuat agar dapat 

menjadi landasan bagi kedudukan lembaga tersebut dan untuk mendukung tugas 

dan fungsi Kejaksaan. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang pidana, 

kewenangan kejaksaan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara 

dilimpahkan ke pengadilan mempunyai faktor penting dalam keseimbangan antara 

aturan yang berlaku lrechtmatigheidl dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan 

atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan. 30 

Salah satu kewenangan utama Kejaksaan adalah penyelidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana. Kejaksaan memiliki hak untuk menyelidiki dugaan 

pelanggaran hukum, mengumpulkan bukti, dan memutuskan apakah perkara 

tersebut layak dituntut ke pengadilan atau tidak. Dalam proses penuntutan, 

                                                           
28 Achmad Edi Subiyanto. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan 

UUD 1945." Jurnal Konstitusi 9.4. (2012). hlm 661-680. 
29 Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik 

Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang 

Undang Nomor 16 Tahun 2004." Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 7.1. (2019). hlm 23-42. 
30 Moh. Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." Khazanah Hukum 2.3. 

(2020). hlm 92-99. 
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kejaksaan bertindak sebagai jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan 

publik untuk mencari keadilan bagi korban tindak pidana. Selain itu, Kejaksaan 

juga memiliki kewenangan untuk memberikan peran serta dalam proses 

persidangan. Jaksa penuntut umum hadir di pengadilan untuk menyampaikan 

bukti-bukti dan argumen-argumen yang mendukung kasus yang dituntut. Mereka 

juga berperan dalam memberikan jawaban atas argumen dari pihak-pihak 

terdakwa. Melalui perannya di pengadilan, kejaksaan membantu memastikan 

bahwa keadilan dijalankan dengan adil dan obyektif.31 

Selain tugas penuntutan, kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memberikan 

pendapat hukum atau legal opinion (pendapat hukum). Pendapat hukum ini 

biasanya diberikan kepada pihak-pihak pemerintah atau lembaga lain yang 

memerlukan pandangan hukum mengenai suatu permasalahan. Pendapat hukum 

ini berfungsi sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil 

keputusan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, 

kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan 

pengadilan. Mereka memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan 

benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika terdapat putusan yang tidak 

dilaksanakan atau ada hambatan dalam pelaksanaannya, kejaksaan memiliki 

kewenangan untuk mengambil langkah-langkah eksekusi guna memastikan 

keadilan dilaksanakan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk 

melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Apabila merasa tidak puas dengan 

putusan pengadilan tingkat pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara 

dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Kejaksaan 

                                                           
31 Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme 

Baru." Jurnal Hukum & Pembangunan 45.1. (2016). hlm 53-75. 
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berperan sebagai pengacara negara dalam proses banding dan kasasi untuk 

memastikan keadilan tetap dijalankan dan interpretasi hukum yang benar.32 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan 

adalah kuasa hukum yang berwenang memulai persidangan dan mengambil 

keputusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana, jaksa mempunyai tugas dan 

wewenang: 

1. melakukan penuntutan;  

2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  

4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.33 

 
Jaksa adalah pejabat hukum yang berwenang melaksanakan tugas pengumpulan 

data umum dan mengambil keputusan pengadilan yang mempunyai kewenangan 

hukum tetap. Peran jaksa juga mencakup peran jaksa penuntut umum, yang 

menggunakan kekuasaan hukum tetap untuk mengambil keputusan pengadilan 

(eksekutor). Dalam fungsinya sebagai penyelenggara umum, tugas jaksa adalah 

melakukan konferensi dan melaksanakan penetapan hakim. 

 

 

                                                           
32 Lukman Hakim. "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi 

Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." Jurnal Kajian Ilmiah 20.1. (2020). 

hlm 23-34. 
33 Melansari D. Lewokeda. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian 

delegasi kewenangan." Mimbar Keadilan 14.28. (2018). hlm 12-14. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi 

Restitusi diartikan sebagai pengembalian situasi sebelum korban mengalami 

kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu maka negara 

harus menyediakan mekanisme bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk 

juga mekanisme pengajuan oleh anak jika anak tersebut merupakan satu-satunya 

korban, termasuk di dalamnya memberikan kemudahan pengajuan restitusi dalam 

hal jika tidak semua dokumen tersedia yang dapat diakses oleh korban.34 Restitusi 

yang dapat diberikan menurut guidance note ini antara lain atas kerugian harta 

benda, kerugian atas rasa aman, kerugian kesehatan fisik, kerugian atas 

penghentian pendidikan, kerugian atas kehilangan pekerjaan. Pemulihan atas 

kehilangan benda-benda tersebut dapat dilakukan dengan relokasi ke tempat yang 

lebih aman selama bentuk pemulihan lain tidak berjalan efektif.35 

 

Pengertian restitusi dalam Undang-Undang TPKS mengalami penegasan 

dibandingkan dengan definisi pada peraturan lainnya. Sebelumnya, dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(Undang-Undang PSK), pengertian restitusi hanya mencakup ganti kerugian yang 

diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.36 

Dalam Undang-Undang TPKS, pengertian ini mendapatkan beberapa penegasan. 

Penegasan yang dimaksud adalah terkait dasar dari diberikannya restitusi yaitu 

berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

                                                           
34 Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual di Indonesia." Risalah Hukum (2021). hlm 1-10. 
35 Josefhin Mareta, dan J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan Restorative Justice Melalui 

Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." Jurnal Lex et Societatis 3.1. (2018). hlm 

104. 
36 Lukas Permadi Orlando Beremanda, H. Hafrida, dan Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan 

Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." PAMPAS: Journal 

of Criminal Law 4.2. (2023). hlm 277-287. 
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Selain itu, bentuk kerugian yang diberikan juga mendapatkan penegasan, yaitu 

kerugian materiil dan/atau materiil yang diderita korban dan atau ahli warisnya. 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang TPKS, hak korban untuk mendapatkan 

restitusi juga mendapatkan penegasan dari aspek mekanismenya yang bertujuan 

agar setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap haknya untuk 

mendapat ganti rugi dari pelaku. Untuk itu, Undang-Undang TPKS mengatur 

bahwa setiap aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak restitusi kepada 

korban dan LPSK. Bahkan, Undang-Undang TPKS juga mewajibkan majelis 

hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap TPKS yang diancam dengan 

pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.37 

 

Pengaturan ini, kita dapat melihat bahwa pembuat undang-undang 

mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban TPKS. Meski 

demikian, sayangnya Undang-Undang TPKS belum secara tegas mengatur 

mengenai permohonan restitusi yang disampaikan setelah putusan berkekuatan 

hukum tetap Di sisi lain, hal ini tentunya perlu diikuti dengan komitmen yang kuat 

dari setiap institusi untuk mengimplementasikan tugas tersebut. Bagi Jaksa, hal ini 

harus diikuti dengan optimalisasi komunikasi dengan korban, baik melalui 

penyidik pada tahap pra penuntutan atau secara mandiri pada tahap pertemuan 

pendahuluan sebelum dimulainya persidangan. Selain itu Jaksa juga perlu secara 

aktif membuka hubungan dengan LPSK agar bisa tercipta jalur komunikasi yang 

lebih efektif dan efisien serta mencegah tidak terlayaninya korban TPKS karena 

alasan geografis maupun fasilitas. 

                                                           
37 Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian 

Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." DIVERSI: Jurnal Hukum 6.1. 

(2020). hlm 92-117. 
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Pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Anak 

dan pihak yang mewakili anak dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap 

penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK. Penuntut umum membuktikan 

fakta-fakta yang mendukung terjadinya tindak pidana sekaligus membuktikan 

bahwa korban berhak untuk mendapatkan restitusi dengan cara  mengumpulkan 

bukti-bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan 

tindak pidana. Dalam jangka waktu 7 hari sejak terbitnya salinan atau petikan 

putusan pengadilan, jaksa menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat 

pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana. 

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan 

Semula (restutio in integrum), yaitu upaya agar pelaku kembali pada keadaan 

semula sebelum tindak pidana dilakukan. Meskipun hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa tidak mungkin para korban kejahatan dapat kembali ke keadaan 

semula sebelum mengalami kerugian yang dideritanya. Prinsip ini juga 

menegaskan bahwa jenis rehabilitasi yang akan dilaksanakan terhadap korban 

harus mencapai kelengkapan saat pemulihan dan mencakup berbagai aspek akibat 

kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan 

kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan 

kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya. Perlindungan 

saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan 

meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial.  
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak 

memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan 

atau kekayaan; ganti rugi atas kerugian akibat penderitaan yang disebabkan oleh 

tindak pidana tersebut; dan/atau ganti rugi biaya pengobatan; dan/atau pengobatan 

psikologis. LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin perlindungan dan penegakan 

hak-hak saksi dan korban, serta memberikan pendampingan kepada korban 

kejahatan, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana 

mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi.  

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap 

martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Kekerasan 

seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar 

biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, 

kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.. Dampak kekerasan seksual akan 

semakin buruk jika korbannya merupakan bagian dari perekonomian, masyarakat 

dan politik, atau ketika mereka memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak 

dan penyandang disabilitas. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, narnun sangat 

terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang ada belum 

mampu merespon tindakan kekerasan yang terjadi dan berkembang di 

masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap 

perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak korban dan 
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cenderung menyalahkan korban. selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan 

dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari 

kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan UndangUndang khusus tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum 

materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan 

memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. 

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan 

seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan 

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS menjamin 

hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk 

kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual 

bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan 

kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku 

TPKS, undang-undang ini: 

1. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, 

penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat 

dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang 

ia alami dan menjadi seorang penyintas;  

2. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, 

sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; 

dan  

3. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi 

masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan 

lingkungan bebas kekerasan seksual. 

 
Pada 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk TPKS, 

yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan 
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kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, 

eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis 

elektronik. Ayat (2) pasal ini mengatur dan menyebutkan TPKS lainnya yang 

diatur dalam undang-undang selain Undang-Undang TPKS. Bentuk TPKS 

meliputi perkosaan; perbuatan cabul;persetubuhan terhadap Anak, perbuatan 

cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan 

melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi 

yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan 

dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang 

yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah 

tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan 

TPKS; tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa tragis yang telah menjadi momok bagi 

masyarakat selama berabad-abad. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau latar 

belakang, kekerasan seksual dapat menghantui korban selamanya. Dalam hal ini, 

kita akan mengeksplorasi dampak kekerasan seksual terhadap korban dan 

masyarakat secara keseluruhan, serta menggali upaya yang dapat kita lakukan 

untuk memberantasnya.38 Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku 

seksual yang tidak diinginkan dan memaksa yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap orang lain, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan 

                                                           
38 Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." Sosio 

Informa (2015). hlm 52-59. 
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eksploitasi seksual. Dampaknya sangat merusak, baik secara fisik maupun 

psikologis, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan korban.39 

D. Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi 

Restitusi adalah pembayaran atau penggantian yang diberikan oleh pelaku 

kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan akibat tindakan kejahatan 

yang dilakukannya. Dalam perkara perkosaan pada anak, restitusi memiliki tujuan 

untuk membantu memulihkan korban secara finansial dan emosional akibat 

tindakan kejahatan tersebut. Kewenangan dan fungsi kejaksaan dalam pemenuhan 

restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual biasanya meliputi: 

1. Penuntutan: Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku 

kejahatan, termasuk pelaku perkosaan pada anak. Dalam proses 

penuntutan, kejaksaan berusaha untuk membuktikan kesalahan pelaku 

dan meminta pengadilan untuk memberlakukan hukuman yang pantas. 

2. Meminta Restitusi: Selain mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku, 

kejaksaan juga dapat meminta pengadilan untuk memberlakukan restitusi 

bagi korban, terutama dalam perkara perkosaan pada anak. Restitusi 

tersebut bisa mencakup biaya perawatan medis, konseling psikologis, 

atau biaya lain yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan 

kejahatan. 

3. Membantu Korban: Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi hak-hak korban selama proses hukum. Mereka dapat 

memberikan dukungan kepada korban, termasuk mengarahkan korban ke 

pelayanan dukungan dan bantuan, seperti konseling atau program 

pemulihan korban. 

4. Penegakan Putusan Pengadilan: Setelah pengadilan memutuskan perkara 

dan memberlakukan restitusi, kejaksaan bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa pelaku membayar restitusi sesuai dengan perintah 

pengadilan. Jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya, kejaksaan dapat 

mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk memastikan 

restitusi tersebut dibayarkan. 

 

                                                           
39 Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan penanganan kekerasan 

seksual anak di keluarga." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6.1. (2019). 

hlm 10. 
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Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan 

bahwa Jaksa juga turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang 

melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan 

kompensasinya, serta melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk 

pembayaran pidana denda dan pidana, pengganti serta restitusi. Penting untuk 

diingat bahwa implementasi sistem restitusi bisa bervariasi berdasarkan yurisdiksi 

dan undang-undang setempat. Praktik hukum dan kebijakan mengenai restitusi 

bagi korban perkosaan pada anak dapat berbeda di setiap negara atau wilayah. 

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum dalam Konteks 

Restitusi 

Penegakan hukum adalah pilar fundamental dalam menjaga ketertiban dan 

keadilan dalam masyarakat. Proses penegakan hukum tidak hanya melibatkan 

tindakan fisik aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang membentuk lingkungan operasional mereka. Dalam literatur yang ada, 

terdapat sejumlah faktor yang diidentifikasi sebagai pengaruh kunci terhadap 

penegakan hukum yang efektif dan adil. Penegakan hukum merupakan pilar 

penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun, 

proses penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan aparat penegak hukum 

semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk konteks 

sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk 

efektivitas dan integritas sistem penegakan hukum. Beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi penegak hukum. 

1. Ketentuan Hukum dan Peraturan: Landasan utama penegakan hukum 

adalah undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Kejelasan, 

ketegasan, dan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip 
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keadilan memiliki dampak langsung pada kemampuan aparat penegak 

hukum untuk melaksanakan tugas mereka. 

2. Independensi Sistem Peradilan: Kemandirian dan independensi sistem 

peradilan sangat penting dalam menjamin bahwa keputusan hukum 

didasarkan pada hukum dan bukti, bukan pertimbangan politik atau 

tekanan dari pihak lain. Sistem peradilan yang bebas dari campur tangan 

eksternal menjadi prasyarat dalam menjaga integritas penegakan hukum. 

3. Kualitas Aparat Penegak Hukum: Kualitas personel di lembaga penegak 

hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran krusial. 

Pengetahuan, etika, dan kompetensi mereka memengaruhi cara kasus-

kasus ditangani dan keputusan-keputusan hukum dibuat. 

4. Dukungan Masyarakat: Dukungan masyarakat terhadap aparat penegak 

hukum dan sistem peradilan penting dalam membangun kerja sama yang 

diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Tingkat kepercayaan 

masyarakat dapat memengaruhi tingkat pelaporan dan kerjasama dalam 

penyelidikan. 

5. Budaya dan Norma Sosial: Norma-norma dan nilai-nilai dalam 

masyarakat memengaruhi pandangan terhadap hukum. Lingkungan yang 

mendorong kesadaran dan penghargaan terhadap hukum cenderung 

mendukung penegakan hukum yang lebih baik. 

 
Penegakan hukum bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam 

berbagai aspek masyarakat dan lingkungan. Untuk mencapai penegakan hukum 

yang efektif, penting untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan 

cermat demi menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam konteks 

restitusi hukum, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegak hukum 

dalam proses pengambilan keputusan terkait restitusi. Restitusi adalah pemulihan 

atau pengembalian sesuatu kepada pemilik sahnya atau pemulihan kerugian yang 

diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum. Beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi penegak hukum dalam konteks restitusi diantaranya adalah 

ketersediaan bukti dan informasi yang kuat tentang pelanggaran atau kerugian 

yang terjadi dapat sangat memengaruhi proses restitusi. Penegak hukum perlu 
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memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan klaim 

restitusi. 40 

Penegak hukum perlu memahami kerangka hukum yang berlaku terkait restitusi di 

yurisdiksi mereka. Faktor ini mencakup hukum perdata, pidana, atau hukum 

khusus terkait restitusi. Ketersediaan dana dan sumber daya untuk melaksanakan 

proses restitusi dapat memengaruhi kemampuan penegak hukum untuk 

mengambil tindakan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, ini dapat 

mempengaruhi keputusan penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus 

tersebut. Penegak hukum sering harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan 

dan kepentingan publik dalam kasus restitusi. Mereka perlu mempertimbangkan 

dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara umum. 

Kebijakan yang diterapkan oleh penegak hukum dalam kasus restitusi juga dapat 

memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini dapat berkaitan 

dengan prioritas penegak hukum, strategi penuntutan, atau alternatif penyelesaian 

sengketa. Penegak hukum harus mempertimbangkan bentuk restitusi yang paling 

sesuai dalam situasi tertentu. Restitusi bisa berupa uang, properti, layanan, atau 

bentuk lainnya, tergantung pada sifat pelanggaran atau kerugian yang terjadi. 

Sikap dan tingkat kerjasama pelaku juga dapat memengaruhi proses restitusi. Jika 

pelaku bersedia untuk mengakui kesalahan dan bekerja sama dalam pemulihan 

kerugian, proses restitusi mungkin akan lebih lancar. Jika kasus restitusi telah 

melalui pengadilan, putusan pengadilan akan menjadi faktor penting dalam proses 

restitusi. Penegak hukum perlu mematuhi putusan pengadilan dan melaksanakan 

                                                           
40 Nindia Viva Pramudha Wardani, dan Widodo Tresno Novianto. "Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Hukum Pidana dan 

penanggulangan Kejahatan 6.1. (2017). hlm 43-56. 
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restitusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Konteks sosial dan 

ekonomi di mana pelanggaran atau kerugian terjadi juga dapat memengaruhi 

penegak hukum. Faktor-faktor ini dapat melibatkan isu-isu seperti kemiskinan, 

ketidaksetaraan, dan dampak sosial dari pelanggaran. 

Kerjasama korban dalam proses restitusi juga dapat memengaruhi keputusan 

penegak hukum. Jika korban tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses 

restitusi, ini dapat menghambat proses tersebut. Penting untuk diingat bahwa 

faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, hukum yang berlaku, 

dan karakteristik unik dari masing-masing kasus. Penegak hukum harus 

mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat saat mengambil keputusan 

terkait restitusi. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan 

sebuah penelitian.41 Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang 

akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.42 Penelitian hukum 

merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan 

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.43 

A. Pendekatan Masalah 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada suatu metode yang sistematis dan beberapa gagasan untuk 

mempelajari satu atau lebih permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya..44 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis 

Empiris.45 

 

 

                                                           
41Abdulkadir Muhammad. Hukum dan penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 

(2004). hlm 57. 
42 Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7.1. (2020). hlm 20-33. 
43Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2010). hlm 34. 
44Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers). (2008). hlm 1. 
45 Soetrisno. Metodologi Research. (Yogyakarta: UGM). (1978). hlm 49. 
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1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin 

hukum, peraturan dan sistem hukum. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara 

lebih jauh mengenai permasalaha yang dibahas. 46 

B.  Sumber dan Jenis Data 

Yang dimaksud dengan sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata 

yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).47 Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.48 Pada penelitian ini data yang 

digunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) 

dan dari bahan-bahan Pustaka. 

 

 

 

                                                           
46 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 

(2011). hlm 35. 
47 Sulistyowati Irianto, dkk. Kajian Sosio-Legal. (Jakarta: Pustaka Larasan). (2012). hlm 81. 
48 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). 

(2002). hlm 112. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan 

dicatat untuk pertama.49 Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua diperoleh 

dengan cara wawancara (interview). Adapun data-data yang telah kami peroleh 

setelah melakukan observasi yaitu Peran kejaksaan dalam pemenuhan restistusi 

terhadap tindak pidana kekerasan seksual. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. 

Adapun data sekunder tersebut antara lain: 

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut; 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. 

 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer 

yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

                                                           
49 Marzuki. Metode Riset. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada). (1986). hlm 55. 
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c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang lainya yang ada 

relavansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan 

bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap 

penerapan kebijakan hukum dilapangan. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan wawasan, pengetahuan, atau 

pandangan dan petunjuk terkait fakta hukum dari sebuah peristiwa. Narasumber 

umumnya memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang tertentu yang relevan 

dengan topik yang sedang dibahas.50 Berikut ini merupakan daftar narasumber 

yang yang keteranganya akan dijadikan bahan masukan terkait penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Dosen Fakultas Hukum Unila   : 1 Orang 

2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan : 2 Orang + 

Jumlah      : 3 Orang 

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:  

 

                                                           
50 Wahyu Prabowo, dan Indira Swasti Gama Bhakti. "Perlindungan Hukum Terhadap 

Narasumber Atas Penyalahagunaan Kebebasan Pers." Journal of Public Administration and Local 

Governance 6.1. (2022). hlm 36-42. 
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a. Studi Kepustakaan 

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai 

literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainyan yang 

berhubungan dengan permasalahan 

b. Studi Lapangan  

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat 

pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber 

dengan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan 

pada saat wawancara berlangsung. 

2. Pengolahan Data 

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut 

akan dikelola melalui tahapan : 

a. Identifikasi Data 

Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai 

dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti 

peraturanperaturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan 

pokok pembicaraan. 
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b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data, menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk kepentingan penelitian. 

c. Sistematisasi Data  

Sistematisasi data merupakan pengorganisasian informasi yang sistematis 

menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis informasi 

tersebut. 

E. Analisis Data 

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan 

mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, 

sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau 

penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang 

terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah tata 

cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh informan secara 

tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud 

dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan 

Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan 

dan Pasal 30 Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa Kejaksaan 

dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana 

pengganti (restitusi) dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana 

pengganti serta restitusi. Penguatan kewenangan Kejaksaan dalam 

pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

menjadi langkah yang penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan 

kompensasi yang layak kepada korban. Penguatan kewenangan Kejaksaan 

bertujuan utama untuk meningkatkan perlindungan bagi korban tindak pidana 

kekerasan seksual. Dengan memiliki kewenangan yang lebih kuat, Kejaksaan 

dapat lebih efektif menegakkan hak-hak korban dan memastikan bahwa 

mereka menerima restitusi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. 

Kewenangan yang diperkuat memungkinkan Kejaksaan untuk menjamin 
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kepatuhan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap kewajiban 

restitusi. Dengan kebijakan dan instrumen hukum yang memadai, Kejaksaan 

dapat memastikan bahwa pelaku memahami dan memenuhi tanggung jawab 

mereka untuk mengganti kerugian yang telah mereka timbulkan. Dengan 

kewenangan yang diperkuat, Kejaksaan dapat memastikan efektivitas proses 

hukum terkait restitusi. Ini mencakup penanganan kasus dengan lebih cepat, 

memastikan bahwa keputusan pengadilan dieksekusi dengan baik, dan 

memantau pelaksanaan restitusi untuk memastikan kesesuaian dan keadilan. 

Penguatan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya tentang penegakan 

hukum saja, namun juga tentang memberikan keadilan kepada korban dan 

menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berfokus pada 

pemulihan. 

2. Faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi 

terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan diantaranya adalah 

meliputi kendala-kendala praktis dan Kejaksaan seringkali menghadapi 

keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, teknologi, atau 

anggaran. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kejaksaan 

untuk secara efektif menyelidiki dan mengejar kasus kekerasan seksual serta 

memastikan pemberian restitusi yang memadai. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

 

1. Bagi Kejaksaan Negeri perlu adanya perluasan wewenang hukum bertujuan 

untuk menguatkan kerangka hukum yang mengatur restitusi, termasuk 

memberikan wewenang yang lebih jelas kepada Kejaksaan, dapat 

meningkatkan daya ungkit mereka dalam memastikan pelaksanaan restitusi. 

Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada jaksa dan staf 

Kejaksaan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual dan pelaksanaan 

restitusi dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam 

menghadapi kompleksitas kasus ini. Mendorong kerja sama yang erat antara 

Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya adalah langkah 

penting untuk mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan 

koordinasi dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual. 

2. Bagi korban dan masayarakat agar lebih optimal dalam membantu kejaksaan 

dalam menangani tindak pidana TPKS khususnya terkait restitusi. Dengan 

partisipasi aktif dan dukungan masyarakat, Kejaksaan dapat lebih berhasil 

dalam menangani kasus TPKS dan melaksanakan restitusi dengan lebih 

efektif. Masyarakat yang teredukasi dan peduli dapat menjadi mitra yang kuat 

dalam memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah tindak pidana 

kekerasan seksual. 
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